
 

 

 

WALI KOTA CIREBON  

PROVINSI JAWA BARAT  

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 38 TAHUN 2023 

TENTANG 

STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALI KOTA CIREBON, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk tertib administrasi serta meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas penyusunan, perencanaan,  

pelaksanaan, pengendalian dan penganggaran pada 
Tahun 2023 serta untuk menunjang e-planning dan                       
e-budgeting, perlu disusun Standar Harga                            
Tahun    Anggaran 2024; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Cirebon tentang Standar Harga                            
Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang   
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan                         
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan                       

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 551); 

  3. Undang-Undang    Nomor    28    Tahun    1999  tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan                         
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30                 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250); 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan  
Keuangan Negara dan Stabilitas dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadap Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan    
Lembaran   Negara    Republik Indonesia Nomor 6516); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan                           
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang    
Nomor 1  Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020   

Nomor 134, Tambahan    Lembaran   Negara    Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan                    
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang     
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi           
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  
Republik  Indonesia  Nomor  6856); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 
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 10. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27               
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara   Republik   Indonesia   
Tahun   2020   Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik     Indonesia Nomor 6523); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan     
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembangan Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12  
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden  Nomor 16 Tahun 2018 tentang  Pengadaan    

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2021 Nomor 63); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

  16. Peraturan   Kepala   Lembaga   Kebijakan   Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14                  
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan  
Presiden  Nomor  70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Negara     Republik     Indonesia Tahun 2012            
Nomor 1237); 

   17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang      Pedoman      Pengelolaan      Barang      Milik 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Negara     Republik     Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 2083); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional     (Berita     Negara     Republik     Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan 

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020         
Nomor 483); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                       
Nomor 1781); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi 
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara    

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 
  24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita    
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9); 

  25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), 

sebagaimana   telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  
Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9          
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 
Nomor 5); 

  26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75); 

  27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon          
Tahun 2021 Nomor 5,  Tambahan  Lembaran  Daerah  

Kota  Cirebon Nomor 107); 
  28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 
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  29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh 
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah               
Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); 

  30.  Peraturan  Wali  Kota  Cirebon  Nomor  58  Tahun  2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah                   
Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 58); 

  31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah        
Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 36), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 103 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 
Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Struktur Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah               
Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 
Nomor 106). 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA       
TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 
2.   Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 
3.  Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
4.   Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

5.  Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah, 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 

keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka 
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penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

7.   Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat 
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang 
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan 
dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 

8.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut RENJA adalah dokumen perencanaan Perangkat   
Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan  

dalam satu  tahun. 
10.  Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

12.  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA 
Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD. 

13.  Standar Harga adalah penilaian kewajaran atas beban 
kerja dan biaya yang dialokasikan  untuk melaksanakan 

kegiatan. 
14.  Program   adalah   penjabaran   kebijakan   Perangkat 

Daerah  dalam  bentuk  upaya  yang  berisi  satu  atau 
lebih  kegiatan  dengan  menggunakan  sumber  daya 
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 
15.  Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai 
hasil (outcome) suatu program. 

 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai   
pedoman dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan  
penganggaran kegiatan dan pengendalian Dokumen 
Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024. 
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Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai 
dasar tertib administrasi, penyusunan, pelaksanaan dan 
pengendalian APBD Tahun 2024. 
 

 
BAB II  

PELAKSANAAN STANDAR HARGA  

 

Pasal 4 

(1)  Standar Harga digunakan pada tahap perencanaan dan 
penganggaran tahunan. 

(2)  Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada          
ayat (1), dilaksanakan pada saat penyusunan besaran 
anggaran di dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 

(3)  Tahap penganggaran sebagaimana dimaksud pada                 

ayat (1), dilaksanakan saat penyusunan besaran 
anggaran didalam KUA PPAS, APBD, RKA serta DPA. 

(4)  Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:  
a.  Standar Satuan Harga (SSH), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan 
dari Peraturan ini, meliputi; 

b.  Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II; 

c.  Standar Biaya Umum (SBU), sebagaimana tercantum  

dalam Lampiran  III;dan  

d.  Analisa Standar Biaya (ASB), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV; 

(5)  Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sudah termasuk pajak, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
Standar  Harga  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  
Wali Kota ini merupakan harga maksimum pada saat 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran, 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan bukan merupakan 
Standar Harga yang digunakan dalam menentukan 
Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 

 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 
 

 

 

Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal 15 Februari 2023 

 
WALI KOTA CIREBON, 

 
ttd, 

 
NASHRUDIN AZIS 

 
 

Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 16 Februari 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

 

ttd, 

 

AGUS MULYADI 

 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 38 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
 

FERY DJUNAEDI,S.H.,MH 

Pembina Tingkat I (IV/b) 
NIP. 19711228 199803 1 002 

 


